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ABSTRAKSI

Baranjak dari amanat UUD 1945, bahwa kemajuan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan Nasional. Dengan demikian
Negara memiliki loyalitas yang penuh dalam mewujudkan kesejahteraan Nasional.
Zakat merupakan potensi yang sangat besar dalam perkembangan ekonomi ummat.
Zakat juga merupakan sarana pemerataan ekonomi dari golongan yang mampu
terhadap yang tidak mampu sehinggat terciptalah masyarakat yang dinamis. Agar
zakat tersalur secara efesien, maka perlu adanya peraturan yang mengatur tentang
pengelolaan zakat. Sehingga dalam penyaluran zakat terdapat kekuatan hukum yang
menaungi dengan harapan pemberdayaan zakat bisa terorganisir dan tidak
menyimpang dari koridor figih yang sejalan dengan pancasila sebagaimana yang
diamanatkan dalam UUD 1945.

Mengenai pengelolaan zakat diatur dalam UU No. 38 Tahun 1999, secara
pelaksanaannya libih rinci diatur dalam Kepmen No, 373 Tahun 2003. Perundang-
undangan ini menjadi payung hukum yang menaungi segala aktifitas pemberdayaan
zakat di Indonesia. Dalam pelaksanaan pemberdayaan zakat untuk usaha produktif
diatur dalam pasal 28 ayat (2) Kepmen No. 373 Tahun 2003. Dalam pasal 28 ayat (2)
tersebut menyebutkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan
berdasarkan peryaratan sebagai berikut : a. Apabila pendayagunaan zakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat
kelebihan. b. Terdapat usaha-usaha nyata yang peluang menguntungkan, c. Mendapat
persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.

Berdasarkan peraturan tersebut, maka penyusun meneliti lebih lanjut,
mengenai persyaratan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, sebagaimana
dinyatakan harus memenuhi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dan (1).
Mengenai peraturan tersebut, setelah penyusun mencoba meneliti melihat dari urgensi
zakat yang terdapat di dalam nash (al-Qur’an dan al-Hadits) dan melihat dari sejarah
pada masa Nabi dan Sahabat, persyaratan-persyaratan pendayagunaan zakat untuk
usaha produktif tersebut justru akan menjadi penghambat dalam perkembangan zakat
produktif itu sendiri. Karena sikap peraturan pada Kepmen tersebut memberi
perbedaan dalam urgensi zakat dalam hal penyaluran zakat secara produktif maupun
penyaluran zakat secara konsumtif. Padahal dalam memenuhi kebutuhan secara
produktif maupun konsumtif antaranya keduanya tidak perlu dipersyaratkan mana
yang harus terlebih dahulu didistribusikan, karena akan mempersempit urgensi pada
hakikat zakat itu sendiri, apalagi dengan menunggu terdapat kelebihan harta setelah
memenuhi pada ayat (1) pasal 28.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan
pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama Rl dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara

garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin K eterangan

| alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
o ba‘ b be

<o ta‘ t te

& sa S es (dengan titik di atas)
z jim j je

C ha‘ h ha (dengan titik di bawah
c kha‘ kh ka dan ha

> dal d de

3 zal z zet (dengan titik di atas)
B ra‘ r er

) zai v/ zet

o sin S es

B2 syin sy es dan ye
P sad s es (dengan titik di bawah
P dad d de (dengan titik di bawah
b ta’ t te (dengan titik di bawah)
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b za z zet (dengan titik di bawah
¢ ‘ain ‘ koma terbalik di atas
¢ gain g -
3 fa‘ f -
S qaf q i
4 kaf k -
J lam I -
¢ mim m -
¥) nun n -
9 wawu w -
—» ha h -
¢ hamzah 4 apostrof
< ya’ y -

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap
(R Muta’aqgidain

s0e ‘Iddah
3. Ta’ Marbutah diakhir kata
a. Bila mati ditulis

i Hibah

& Jizyah
b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

B i Ni’matullah

edlBlS; Zakatulfitri
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4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama
______ Fathah a A
______ Kasrah i |
- Dammah u u

5. Vokal Panjang
a. Fathah dan alif ditulis a

iJal>  Jahiliyyah

b. Fathah dan ya mati di tulis a

(e Yas’a
c. Kasrah dan ya mati ditulis i

L= Majid

d. Dammah dan wawu mati u
P34 Furud

6. Vokal-vokal Rangkap
a. Fathah danya mati ditulis ai

(..ia Bainakum

b. Fathah danwawu mati au

J g3 Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

apostr of
V:u‘ﬁ A’antum

55 0Y  Lain syakartum



8.

0.

10.

Kata sandang alif dan lam
a. Bila diikuti huruf gamariyah ditulis al-

Ol ,al) Al-Qur'an
vl Al-Qiyas
b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

¢ L) As-sama’

il Asy-syams

Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang
berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf
awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata
sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.
29 A (S 93 Zawi al-furud
i) al Ahl as-sunnah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, zakat merupakan jenis ibadah
yang mengandung dua dimensi yakni dimdr@snbum minallaldan dimensi
hamlum minannasdua dimensi ini tidak dapat dipisahkan yakni, manusia

sebagai makhluk yang mengabdi kepada Rabb-Nya,
\QJWY\wY\j&\QﬁBb)

Dan manusia sebagai makhluk yang mendapatkan titipan yang
menjaga kelestarian dunia hidup antar sesama, baik sesama manusia maupun
alam sekitarnya. Dari semua ini merupakan tugas manusia yang disebut

sebagai khalifah dimuka bumi ini.
Caals N1 3 el gl Sl el 6 3l

Dari dua dimensi ini antardaamlum minallaldanhamlum minannas,
manusia sebagai makhluk ketuhanan dan manusia sebagai makhluk
kesosialan. Ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
implementasi sebagai pengabdian manusia kepada Sang Pencipta.

Rasa persaudaraan antar sesama merupakan rukun penyempurna dari

bentuk pengabdian manusia kepada Tuhan. Karena pada hakikatnya,

! Az-zariyat (51) : 56

2 Al-Bagarah (2) : 30



seseorang yang benar-benar tunduk dan cinta kepada Tuhan-Nya tentu tidak
akan bersikap ketidakpedulian antar sesama, apalagi sampai saling
mendzolimi sehingga membuat kesenjangan sosial.

Dari sisi ini, keadaaan yang hendak diwujudkan dalam Islam adalah
keadilan sosial baik secara pribadi maupun masyarakat, zakat menjadikan
sedekah untuk kemashlahatan, dan rasa saling tolong menolong antar sesama.

Hal ini selaras dengan firman Allah :

OV gdally @Y e gl Vg (s gidly pl e ) g glas g

Kalau dilihat dari penduduk Indonesia yang mayoritas Islam,
mengeluarkan zakat bisa menjadi pemberdayaan bagi perekonomian ummat.
Dari sekian banyak penduduk muslim Indonesia yang mengeluarkan zakat,
diharapkan bisa sebagai wadah pendistribusian kepada orang-orang yang tidak
mampu. Dengan sikap ini, tentu akan menciptakan masyarakat yang dinamis,
berkeadilan sosial dalam perkembangan ekonomi.

Berkenaan dengan keadilan sosial dalam masyarakat, sering terjadi
kesenjangan sosial yang berawal dari ketidakadilan ekonomi. Hal inilah yang
mengidentik masyarakaat yang bersifat majemuk. Kemajemukan itulah yang
melahirkan perbedaan-perbedaan status sosial yang mengakibatkan adanya
perbedaan tingkatan dalam perekonomian satu keluarga dangan keluarga
lainnya. Gejala ini merupakan merupakan sebuah fenomenal sosial yang dapat

dirasakan di lingkungan masyarakat.

% Al-Maidah (5) : 2



Kondisi masyarakat yang mampu memunculkan suatu tatanan sosial
yang berkembang, bisa menumbuhkan ekonomi dan mempengaruhi peradaban
suatu masyarakat bahkan Negara sekalipun. Hal ini tidak lain dikarenakan
terbentuknya suatu peradaban sesuai dengan terbentuknya kepribadian
masyarakat.

Berkaitan dengan tatanan sosial, pelaksanaan zakat memiliki pengaruh
yang cukup besar dalam masyarakat. Zakat tidak hanya memiliki nilai
spritualitas saja, pada sisi yang luas zakat memiliki nilai yang dinamis mampu
memeratakan keadilan ekonomi, sekaligus membentuk kepribadian
masyarakat yang bersolideritas dan tolong menolong antar sesama.

Di media Ketua Umum Badan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional
Didin Hafidhuddin mengungkapkan zakat yang terhimpun ditahun 2010
mencapai Rp 1,5 Triliun. Tentunya ini bukanlah jumlah yang sedikit.
Sehingga dalam hal ini Presiden Susilo bambang Yudhoyono meminta untuk
transparansinya dalam pengelolaan zakat, agar tidak menimbulkan
kekhawatiran masyarakat, apakah pengelolaan zakat tersalurkan secara
semestinya atau tidak. Bahkan Ketua Umum Pengurus Badan Amil Zakat
Nasional menargetkan jumlah itu bisa berkembang, sehingga mencapai Rp 20
Triliun. “kedepan diharapkan meningkat hingga 20 % dari potensi zakat
Indonesia yang mencapai kurang lebih Rp 100 Triliun pertahun,” tutirnya.

Dari berbagai media yang memberitakan mengenai banyaknya

masukan dana zakat seperti yang dikabarkan di atas, tentunya sangat

* http://www.tempointeraktif.com/hg/kesra/2011/03/17/brk,20110317-320990,id.html



berpotensi sekali untuk mendorong perekonomian yang lebih baik dan
memberantas kemiskinan terutama pada golongan-golongsimtahiq.

Sejauh ini kiranya tidak berlebihan kalau dikatakan pembudidayaan
zakat di Indonesia kurang teroptimal. Bila optimalisasi zakat dimaksimalkan,
sungguh sangat mamberi dampak yang positif bagi masyarakat. Terutama
terciptanya kesamaan, kesetaraan, dan terbentuknya nilai-nilai saling tolong-
menolong di masyarakat luas. Oleh karena itu demi terwujudnya masyarakat
dinamis sangat diperlukan adanya pendayagunaan zakat. Terutama pada
pendayagunaan zakat yang bersifat produktif.

Istilah zakat produktif belum terlalu ramah di telinga masyarakat,
terutama pada kalangan masyarakat awam. Hal ini dikarenakan istilah zakat
produktif secara implisit memang tidak dijelaskan di dalan nash. Sehingga
dalam pengelolaan zakat produktif itu sendiri masih menimbulkan pertanyaan-
pertanyaan, seperti apakah perbedaan zakat produktif dan zakat konssumtif,
bagaimana penyaluran zakat produktif, dan apakah zakat produktif itu sesuatu
yang baru dalam Islam, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya
yang mungkin perlu dimengerti.

Dalam pengelolaan zakat produktif, diatur dalam UU No. 38 tahun
1999 dan diterangkan kembali dalam Kepmen Nomor 373 Tahun 2003.
pelaksanaan pengelolaan zakat produktif ini diatur didalam pasal 28 keputusan
Menteri No 373 Tahun 2003. Dalam pasal 28 mengungkapkan mengenai

adanya persyaratan dalam pengumpulan zakat untuk usaha produktif. Padahal



secara figih, mengenai penggunaan dana zakat dalam memanfaatannya adalah
menjadi kewenangan mustahiq sebagai tempat penyaluran zakat.

Kepmen 373 Tahui+ Y ini, tentunya sangat memberi dampak bagi
badan-badan amil zakat yang mengelolanya, dan juga bagi masyarakat
Indonesia yang memahaminya. Dalam pengelolaannya pada zakat produktif
harus berpatokan pada kepmen No, 373 Tahun 2003 ini, yang menjadi
kekuatan hukum yang mengikat bagi masyarakat Indonesia. Hal ini disadari
bahwa Undang-undang memiliki daya paksa yang kuat yang mana undang-
undang merupakan suatu peraturan Negara yang mempunyai kekuatan yang
mengikat’

Beranjak dari sini penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut
mengenai zakat produktif dan meneliti lebih lanjut agar pendayagunaan zakat
produktif di dalam Kepmen Nomor 373 Tahun 2003 apakah sesuai dengan

ruhnya zakat seperti yang telah disyariaatkan.

. Pokok Masalah

Beranjak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas yang maka
dapat diketahui pokok masalah yaitu : Bagaimana Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Pasal 28 Keputusan

Menteri No. 373 Tahun 2003?

® Budi RuhiatudinPengantar llmu Hukun{Yogyakarta: Teras, 2009) him. 32



C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk
memahami dan menjelaskan tentang pendayagunaan zakat untuk usaha
produktif dan memperluas cakrawala pemahaman tentang zakat
pemberdayaan perekonomian ummat.
2. Kegunaan
Kegunaan penulisan semoga bisa memberi kontribusi pemahamaan
kepada instansi kelembagaan zakat sebagai badan pengelola
pendayagunaan zakat di Indonesia dan bagi ummat muslim pada umumnya

dalam memahami lebih dalam mengenai figih zakat.

D. Telaah Pustaka

Membahas tentang pengelolaan zakat dan penyaluran zakat sejauh ini
cukup banyak tulisan yang dapat ditemui. Ada yang bersifat lapangan, ada
yang bersifat pustaka. Diantaranya penulisan yang bersifat lapangan adalah :

Oleh hermin sukawati, dalam skripsinya yang berjuel@hgelolaan
Zakat Oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Bantul Dalam
Mensejahterahkan MasyarakaRalam penulisannya meninjau Badan Amil
Zakat Bantul yang berposisi sebagai lembaga pendayagunaan zakat dalam

mengelola zakat sebagai sarana mensejahterahkan masyarakat.

® Hermin SukaawatiPengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten

Bantul Dalam Mensejahterahkan Masyarak@tpgyakarta: Sripsi Mahasiswa Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga 2005)



Oleh Edi Abdul Ghoffar dalam Skripsinya yang berjudtihjauan
Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Di Baitulmall Boddalam
penulisannya tidak jauh berbeda dengan penulisan di atas, hanya saja berbeda
pada tempat pada objek penelitianfya.

Begitu juga dengan penulisan Mu’inan dalam skrripsinya yang
berjudul Pendayagunaan Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Sistem
Operasional Rumah Zakat Indonesia DSUQ Daerah Istimewa Yogyakarta).
Daalam penulisan ini ia meneliti sistem pengeelolaan zakat di Rumah zakat
sebagai lembaga pengelolaan zakat, berdasarkan konsep-kons&p figih.

Sedangkan Penulisan yang bersifat pustaka, diantaranya : Studi
Pemikiran M Dahwan Raharjo Tentang Zakat dan Implementasinya Pada
Pengelolaan dan pendayagunaan Zakat, yang ditulis oleh Syaiful Anwar.
Dalam skripsinya ia mendiskripsikan pemikiran Dahwan Raharjo Tentang
Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat.

Skripsi yang berjudulndang-undang No, 38 Tahunl1999 Tentang
Pengelolaan Zakat (Studi normatif Menunur Syafid)eh Agung. Dalam

skripsinya menjelaskan korelasi pendapat Imam Syai'i mengenai pengelolaan

" Edi Abdul GhaffarTinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Di Baitulmall
Bogor, (Yogyakarta: Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 2010)

8 Mu'lnan, Pendayagunaan Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Sistem
Operasional Rumah Zakat Indonesia DSUQ Daerah Istimewa Yogyak@ftayakarta: Skripsi
Mahasiswa Fakultas Syarian UIN Sunan Kalijaga, 2003)

® Syaiful Anwar, $udi Pemikiran M Dahwan Raharjo Tentang Zakat dan

Implementasinya Pada Pengelolaan dan pendayagunaan ZAatagyakarta: Skripsi Mahasiswa
Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga)



zakat dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan
zakat.

Skripsi yang berjudul Pengelolaan Zakat Di Indonesia (Studi
Perbandingan UU No. 38 Tahun 1999 Pasal 6 dan Qanul Propinsi NAD No. 7
Tahun 2004), oleh Muhajir. Dalam skripsinya membandingkan
pendayagunaan zakat UU No, 38 Tahun 1999 dengan Qanul Propinsi NAD
No. 7 Tahun 2004°

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 16 Ayat
1 dan 2 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat,
oleh Lili Ulfa. Dalam skripsinya menjelaskan pengelolaan zakat pada pasal 16
berdasarkan al-Magasid asy-Syar'iyah.

Dalam Skripsi lain terdapat pada skripsi Ulin Nuha yang berjudul
Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha produktif (Kajian Terhadap Pasal 16 Ayat
(2) UU. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zdkatgtapi dalam telaahnya
hanya mengkaji pada pasal 16 ayat (2) UU 38 Tahun 1999 saja, dan tidak
mengkaji pada Keputusan Menteri Nomor 373 Tahun 2003. Padahal Kepmen
Nomor 373 Tahun 2003 itu sendiri merupakan spesifikasi dari penjelasan

tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 terutama pada

9 Muhaijir, Pengelolaan Zakat Di Indonesia (Studi Perbandingan UU No. 38 Tahun 1999

Pasal 6 dan Qanul Propinsi NAD No. 7 Tahun 20@¥)pgyakarta: Skripsi Mahasiswa Fakultas
Syariah UIN Sunan Kalijaga 2007)

M Lili Ulfa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 16 Ayat 1 dan 2 Undang-undang
Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan ZaRébgyakarta: Skripsi Mahasiswa Fakultas
Syariah UIN Sunan Kalijaga 2007)

2 Ulin Nuha,Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Kajian Terhadap Pasal 16
Ayat (2) UU. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan ZakKatpgyakarta: Skripsi Mahasiswa
Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 2005)



pembudidayaan zakat produktif. Di sana bisa dilihat dari pokok masalah
dalam objek telaahnya yaitu membahas tentang sistem penentuan mustahiq
dalam pasal 16 dan pendayagunaan hasil zakat usaha produktif dalam pasal 16
ayat (2) UU. No. 28 Tahun 1999.

Dalam kontekstualisasi zakat di Indonesia yang diatur melalui
perundang-undangan yaitu UU No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
dinyatakan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran
dalam penunaian dan pelayanan zakat, serta meningkatkan fungsi sebagai
peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang dinamis.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mengkaji Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Keepmen No. 373 Tahun 2003 Tentang pendayagunaan Zakat
Untuk Usaha Produktif. Dalam skripsi ini menganalisis keputusan menteri
yang mengatur ketetapan dalam pendayagunaan zakat untuk usaha produktif
yang terdapat pada pasal 28. Sejauh ini belum ada penulisan skripsi yang
mengkaji tinjauan hukum Islam pada pasal 28 Kepmen No. 373 Tahun 2003

mengenai pendayagunaan zakat produktif.

. Kerangka Teoritik
Dalam syariat telah ditetapkan bahwa zakat adalah salah satu

kewajiban adalam ajaran Islam tertera perintahnya di dalam Al-Qur’an :
Sl (g w15 a5y ety Sy o) A sl
S ke g A e By B L )y B e By e A

13 At-Taubah (9) : 60
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Ayat di atas merupakan perintah mengeluarkan zakat dan golongan-
golongan sebagai tempat zakat-zakat disalurkan. Ini merupakan ayat yang
fundamental dalam penyaluran zakat. Dalam penyaluran zakat golongan-
golongan tersebut harus ditolong dari golongan-golongan yang mampu
mengeluarkan zakat. Yang dimaksud golongan-golongan tersebut adalah :

1. Al-Fuqara’, (orang-orang fakir). Golongan ini merupakan golongan
pertama yang disebutkan Allah SWT dalam al-Qur'an. Orang-orang fakir
adalah orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya mereka tidak mampu lagi untuk berusaha dan bekerja.
Atau mereka itu hanya mendapatkan sebagian kecukupan dari
kebutuhannya, maka mereka diberi harta zakat untuk kepentingan
kecukupan merek4.

2. Masakin, (orang-orang miskin). Yaitu orang yang mempunyai kekayaan
lebih dari yang dipunyai orang fakir, atau orang yang mempunyai
pekerjaan dan penghasilannya hanya bisa menutupi setengah lebih sedikit
dari kebutuhanny®

3. Amilin, (Para Amil). Meraka adalah yang melakukan pengumpulan zakat
dari para wajib zakat dan menjaganya. Lalu membagikan kepada para
mustahigatas perintah imam kaum muslimin. Merka diberi harta zakat

sesuai dengan besar upah kerjanya itu, kecualli jika pemerintah telah

4 Shalih bin Fauzan Al-FauzaRjngkasan Fikih LengkagJakarta : Darul Falah, 2005)
him. 370.

5 Muhammad Abdul Qadir Abu Farikajian Kritis Pendayagunaan ZakgSemarang:
Dina Utama Semarang) him. 1.
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member mereka gaji yang diambil dari baitul maal (gudang harta, zakat,
dan sedekah- pent) atas pekerjaanny&itu.

4. Muallaf, (orang yang terhimpun hatinya). Orang-orang yang hatinya
terhimpun ada dua macam : orang-orang kafir dan orang-orang muslim.
Orang kafir diberi harta zakat bila bisa diharapkan keislamannya, dengan
pemberian itu memperkuatkan hatinya untuk masuk Islam dan
kehendaknya itu bertambah kuat. Atau jika mamberikan harta zakat itu
kepadanya dapat mengekangkan kejahatan yang sering ia lakukan terhadap
kaum muslimin. Atau orang Islam diberi sebagian dari harta zakat untuk
memberikan kekuatan atas keimanannya, atau diharapkan keislaman
orang-orrang dekatnya.

5. Rigob (hanmba sahaya). Mereka adalah para budak yang ada perjanjian
khusus dengan tuannya untuk dimerdekakan dengan membayar sejumlah
uang, sedangkan mereka tidak mendapatkan uang itu, maka budak yang
memiliki perjanjian tersebut diberi harta zakat untuk memenuhi utangnya
sehingga bisa mendapatkan kemerdekaan dari perbudakannya. Boleh juga
sesearang muslim membeli budak dengan harta zakat, lalu memerdekakan
budak itu. Boleh menebus tawanan perang dari kaum muslimin dengan
menggunakan harta zakat, karena tindakan demikian itu melepaskan

seseorang muslim dari perbudakan. Aidab, secara jelas menunjukkan

18 Shahih bin Fauzan Al-FauzaRingkasan Fikih Lengkafakarta : Darul Falah, 2005)
him. 371.

7 bid., hal. 371
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bahwa pada gugus manusia yang tertindas dan tereksploitasi oleh manusia
lain, baik secara personal maupun strukttftal.

6. Gharim, (orang yang berhutang). Yaitu orang yang berhutang tidak
digunakan untuk bermaksiat, seperti hutang untuk menafkahi dirinya,
anak-anak istrinya, serta hamba sahaya miliknya, termasuk orang yang
berhutang untuk kepentingan umum. Imam muslim meriwayatkan dalam
shahihnya dengan sanadnya dari Qabishah bin Mukhariq al-Hilali, ia
berkata :

“Saya mempunyai tanggungan hutang (untuk mendamaikan orang
yang bersengketa), kemudia saya mendatangi Rasulullah SAW,
denga meminta bantuan beliau untuk membayarnya, jawaban
beliau : tunggulah sampai adaa orang yang mengantar zakat, nanti
aku suruh untuk menyerahkan padamu”, keudian beliau
melanjutkan  perkataannya :"Hai Qabishah, sesungguhnya
meminta-minta itu tidak boleh, kecuali untuk tiga golongan; orang
yang menanggung hutang untuk mendamaikan orang yang
bersengketa dan sejenisnya, maka ia boleh meninta sehingga
hutangnya terlunasi, apabila telah terlunasi, maka ia tidak boleh
meminta lagi’

7. Sabilillah, makna sabilillah di sini mengandung banyak penafsiran
dikalangan fugaha’. Setidaknya terdapat lima pendapat mengenai makna
sabililllah. Pendapat pertama, sabilillah bermakna jihad, pendapat kedua

sabilillah bermakna jihad haji dan umrah, pendapat ketiga sabilillah

bermakna hanyalah haji, pendapat keempat sabilillah bermakna pencari

8 Masdar Farid Mas’udPajak Itu Zakat(Bandung: Mizan, 2005), him. 122.

19 Muhammad Abdul Qadir Abu Farikajian Kritis Pendayagunaan ZakgSemarang:
Dina Utama Semarang) him. 17
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ilmu, pendapat kelima sabilillah bermakna adalah semua sarana menuju
kebaikan untuk kepentingan umdfh.

8. lbnu Sabil,yaitu orang yang berhenti dalam perjalananya, mereka tidak
mempunyai harta lagi untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan
keluarganya yang sedang berpergiannya bersanianyereka bisa
dikatakan sebagai musafir.

Dalam bentuk pendistribusian zakat secara produktif ataupun
konsumtif memang tidak ditemui di dalam nash, apalagi mengenai inovasi
perekonomian dengan pengelolaan zakat yang berpotensi bagi kemajuan
ekonomi. Hal ini kiranya memang sudah meenjadi wilayah manusia dalam
menjawab segala persoalan kemashlahatan yang menjadi tuntutan zaman.

Disamping itu, zakat merupakan sarana bukan tujuan. Karena dalam
menerapkan pendayagunaan zakat hanasqulu al-ma’na, rasional, ini
termasuk bidang figih yang dalam penerapannya harus seimbang sesuai
perkambangan zaman, tentunya tetap berlandasan pada nafas zakat itu sediri.
Hal ini juga sering melandasi hukum sesuai dengan tempat dan waktunya.

Dengan demikian teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu
yang mutlak, sehingga perlu pengkajian dari bentuk ijtihad menarik hukum
yang paling kuat diantara yang diperdebatkan dikalangan fugaha. Bentuk
kerangka ijtihad dalam menarik suatu hukum dapat menyimpulkan dengan

prinsip-prinsip pokok, yaitu :

20 pid., lihat him, 24-43

21 bid., hal 21
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Berpegang pada prinsip bahwa dalil (nash) berlaku umum selama tidak
ada petunjuk bahwa dalil itu berlaku khusus.

Sebagian besar dalil-dalil dalam nash berbentuk penyataan-pernyataan
umum, yang mengandung nilai-nilai universal. Ini merupakan seperangkat
rahasia yang membuat Islam abadi dan cocok buat setiap masa dan tempat.
Keumuman ayat-ayat dan hadits-hadits harus diperhatikan dan diterima
sebagai adanya, selama tidak terdapat dalil-dalil lain yang benar dan tegas
menunjukkan ia berlaku khusus. Bila terdapat dalil yang berlaku khusus
barulah bisa mendahulukan yang khusus dari pada yang umum.

1. Menghormati konsensus ulama’.

konsensus para ulama tentang suatu hukum agama terutama pada
abad-abad perkembangan Islam membuktikan dengan jelas, bahwa mereka
sudah mendasari konsensus mereka itu pada pertimbangan keagamaan
yang benar yang sesuai yaitu al-Qur'an dan al-hadits.ini dilakukan demi
tercapainya kemanfaatan atau keperluan yang sangat mendesak. Oleh
karena itu konsensus itu perlu dihormati, sebagai upaya posisi konsensus
dalam hukum tetap dapat menjadi alat penjaga keseimbangan dan
penyingkir diskorsi intelektual.

Bilapun terdapat konsensus yang tidak benar, bukan menjadi
persoalan, selagi terdapat penyanggahan yang kuat dengan bukti-bukti
yang dapat ditemukan. Karena konsensus yang betul-betul benar, maka
tidak terdapat adanya penyanggah. Jadi konsensus bisa dianggap benar

selagi tidak ada penyanggah terhadap konsensus tersebut. Bila dalam
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persoalan syara’ yang menimbulkan ijtihad tentunya bisa menjadi prihal
yang lebih baik selagi bisa memberi bukti-bukti dan sesuai menurut
ketentuan nash.
2. Memfungsikan analogi yang benar

Analogi adalah memberikan hukum yang sama kepada sesuatu
oleh karena sebab (illat) yang sama. Hal itu merupakan suatu hal yang
dikaruniakan Allah kepada akal dan fitrah manusilat merupakan
sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan
keberadaannya. Mayoritas ulama hanafiyah dan sebagian ulama hanabilah
merumuskan definisi illat yaitu : suatu sifat yang berfungsi sebagai
pengenal bagi suatu hukufhAnalogi menurut Ibnu Qoyyim adalah alat
ukur yang diturunkan oleh Allah seiring dengan Al-Qur'an dan merupakan

saudara kandung dan pendukung Al-Qur'an ters&but.
2 015y Gkl oS J 51 s
® il A i Ol s QLS agre Wy il e i 0

Keterangan ayat di atas menyatakan bahwa al-Quran merupakan
sebuah kitab panduan yang menjadi tolak ukur kebenaran manusia agar

tidak melenceng dari kebenaran. Al-Qur'an inilah yang yang menjadi

22 Nasrun Haroeryshul Figih,(Ciputat: Logos Publishing House, 1996) him. 76

2 yusuf Qardawi, Hukum Zakat, alih bahasgalman Harundkk, (Jakarta: Pustaka
Lintera Antar Nusa, 2004). Him. 24

24 Asy-Syura’ (42) : 17.

5 Al-Hadid (57) : 25
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sumber-sumber hukum dan sebagai tolak ukur penganalogian berupa
susuatu yang substansi dalam tiap-tiap nash. Sehingga dapat diketahui
persoalan-persoalan hukum vyang terdapat dalam berbagai macam
persoalan kehidupan.
Mempertimbangkan tujuan dan manfaat

Berdasarkamstqra’ (penelitian empiris) dan nash-nash al-Quran
maupun al-Hadits diketahui bahwa hukum-hukum syari'at Islam
mencakup diantaranya pertimbangan kemashlahatan  manusia.
Kemashlahatan yangu'tabarah (dapat diterima) ialah mashlahah yang
bersifat hakiki yaitu meliputi lima dasar : keselamatan keyakinan agama,
keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan,
dan keselamatan harta berffla.

Ulama Islam teoritis menegaskan. bahwa hukum-hukum agama
diundangkan semata-mata untuk kebutuhan hidup manusia di dunia

maupun di akherat, baik yang bersifat primer, sekunder.

Ayat di atas seringkali menjadi visi yang mewakili al-Quran
sebagaiRahmatal lilalamin. Tetapi memang dalam menafsirkan dan
mengambil dari ayat-ayat yang bersifat global perlu juga berhati-hati
ditakutkan salah memproporsikan dari tiap-tiap ayat. Sehingga dalam

mengambil pemahaman dari ayat-ayat yang bersifat global tidak sebatas

26 Muhammad Abu ZahralJshul Fiqih,(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007) him. 425.

27 Al-Anbiya’ (21) : 107
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pada suatu teks tertentu saja, tetapi juga secara seseluruhan merupakan
lapangan dalam mentela’ah tiap-tiap nash. Syatibi memberikan suatu
patokan penting, dasar dalam ibadah dipandang dari segi orang yang
dibebani hukum, adalah melakukan ibadah itu harus melihat maksudnya,
sedangkan dasar tradisi kehidupan sosial (muamalat) adalah melihat
maksud tradisi tersebut.

Zakat di dalam nash meskipun perintahnya selalu berbarengan
dengan perintah sholat pada dasarnya terdapat unsur-unsur muamalat di
dalamnya. Tidak berlebihan juga kiranya zakat bisa disebut dengan tradisi
sehari-hari kehidupan sosial dalam Islam. Zakat sampai tingkat yang
sangat jauh bisa merupakan alat penghubung antar sesama tak terbatas

oleh budaya suku maupun bangsa.

F. Metode Pendlitian
Dalam melakukan penelitian ini penyusunan menggunakan metode
penelitian berikut :
1. Jenis penelitian
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustéiaary
research) yaitu penelittian yang objek utamanya berupa buku, kitab,
ensiklopedi, jurnal, majalah dan artikel yang terkait dengan
pendayagunaan zakat produktif, serta sumber-sumber ilmiah yang relevan

dengan objek yang dikaf.

%8 Mestika Zed,Metode Pennelitian Kepustakagddakarta: Yayasan Obor Indonesia,
2004), him 3.
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2. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang akan digunakan adatiskriptif analisis
yaitu penyusun bermaksud memaparkan atau menggambarkan selengkap
mungkin mengenai pengelolaan zakat dalam Kepmen No. 373 Tahun 2003
pada pasal 28 mengenai pengelolaan zakat untuk usaha yang produkitif.
Kemudian setelah disusun dan dijelaskan dengan menguraikan secara
sistematis materi-materi pembahasan yang berasal dari berbagai sumber
untuk kemudian dianalisis secara cermat, guna memperoleh hasil
penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan.
3. Pendekatan penelitian
Penelitian dan pembahasan skripsi ini akan mempergunakan
pendekatamormatif. Yaitu : pendekatan yang mengkaji Islam dengan
mempertanyakan apa yang sesungguhnya Islam ajarkan berdasarkan al-
Qur'an dan al-Hadit8® Sehingga dengan pendekatan ini mengkaji objek
teliti berdasarkan kumpulan-kumpulan nash.
4. Tehnik Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat dibutuhkan
guna memperoleh data yang valid. Dalam penyusunan skripsi ini, sumber
perolehan datanya antara lain :
a. Sumber primer yaitu Kepmen No. 373 Tahun 2003 Tentang Penjelasan

UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

29 http://dc130.4shared.com/img/1If4oPqp/preview.html



19

b. Sumber sekunder yaitu berupa kamus maupun buku-buku literatur
yang meembahas tentang zakat terutama pada pendayagunaan zakat
untuk usaha produktif.

5. Akumulasi Data
Untuk menganalisis ada dalam penelitian ini, penyusun
menggunakan pola metode deduktif, yaitu memulai pencarian fakta yang
masih bersifat umum dengan menggunakan teori-teori dan dalil-dalil
umum untuk kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. Dalam skripsi
ini penyusun mencoba menarik kesimpulan dari al-Qur'an dan al-Hadits,
maupun literarur yang membahas tentang =zakat terutama pada

pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

G. Sistematika pembahasan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka
di sini perlu menggunakan sistematika pembahasan yang dibagi menjadi lima
bab, masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, yang perinciannya
sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar
belakang masalah yang dijadikan dasar dalam merumuskan pokok masalah.
Kemudian dilanjutkan tujuan dan kegunaan penulisan skripsi, yang menjadi
hikmah atau manfaat dalam penulisan skripsi ini. Memudian dilanjutkan
dengan telaah pustaka, yaitu sebagai bahan refrensi dan keunggulan penulisan
diantara sebelumnya yang pernah ditulis. Dan kerangka teoritik sebagai

pijakan pemikiran atau pisau analisis yang ditempuh berdasarkan teori-teori
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yang mendukung data yang telah ada dan dilanjutkan dengan metodologi
penelitian serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai zakat. Bab
dua ini merupakan pijakan berfikir untuk menganalisa pada bab empat.
Pembahasan pada bab dua ini meliputi, pengertian dan dasar hukum zakat,
syarat dan wajiib zakat, pendayagunaan zakat serta urgensi zakat pada awal
perkembangan Islam.

Bab tiga, mendiskripsikan tentang pengelolaan zakat berproduktif, dan
bagaimana penjelasan pengelolaan zakat produktif dalam UU Nomor 38
Tahun 1999 dan kepmen Nomor 373 Tahun 2003, dan memaparkan latar
belakang perundang-undangan zakat. Yang mana perundang-undangan dan
kepmen ini merupakan landasan hukum pengelolaan zakat di Indonesia.

Bab empat, dalam bab ini meliputi analisis terhadap pendayagunaan
zakat untuk usaha produktif seperti yang dimaksud dalam Kepmen 373 Tahun
2003 tentang penjelasan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat ini.
Apakah kiranya sudah sesuai dengan hukum Islam yang mewakili dari nash
(al-Qur’an dan as-Sunnah).

Bab lima, penutup, pada bab ini penyusun mengambil suatu
kesimpulan dari daari pokok masalah dan pembahasan-pembahasan yang telah
diuraikan di atas serta saran-saran yang terkait dengan kesimpulan serta

mengarah pada perbaikan kepada objek pustaka ini.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah penyusun mengadakan penelaah dan membahas terhadap
masalah-masalah yang ditarik dalam dari pokok bahasan dan analisis terhadap
bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik sesuatu kesimpulan sebagai berikut :
1. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam pasal 28 Kepmen
Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38
Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, kurang sesuai dengan hukum
Islam. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam pasal 28
Kepmen No 373 Tahun 2003 ini menerang sebelum adannya pelaksanaan
zakat untuk usaha produktif adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi
seperi harus terdapat kelebihan dana dan persetujuan tertulis dari dewan
pertimbangan. Sikap ini menunjukkan jelas adanya perbedaan pelaksanaan
dalam hal pendistribusian zakat secara produktif dan konsumtif. Padahal
dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif maupun tuntunan
hidup yang bersifat produktif keduanya menjadi tujuan zakat dalam
meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik, bahkan diharapkan orang-
orang yang tergolong mustahiq tidak tergolonga mustahiq lagi diwaktu
yang akan datang. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif maupun
konsumtif pada dasarnya dibedakan dalam hal pembelanjaan saja, apakah

dana yang diperoleh mustahiq dibelanjakan secara produktif maupun
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konsumtif. karena pada dasarnya, dalam hal membelanjaan atau
mendayagunakan dana zakat adalah hak mustahiq, dengan demikian tidak
perlu adanya perbedaan dan persyaratan dalam pendistribusian zakat baik

itu secara produktif maupun konsumtif.

B. Saran-Saran

1. Dengan adanya Kepmen No. 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan UU
No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat perlu mengkaji dan
meneliti lebih dalam mengenai pasal-pasal yang terterang di dalamnya,
dengan harapan Kepmen ini sebagai peraturan yang bisa menaungi figih
zakat yang menjadi lembaga zakat sebagai patokan pemberdayaan zakat di
Indonesia.

2. Kantor Departemen Agama maupun instansi pemerintahan yang terkait,
diharapkan rajin memberikan penyuluhan pendayagunaan zakat yang
terkait dengan UU dan Kepmen ini, sehingga menimbulkan kesadaran
ummat Islam menunaikan zakat

3. Pemerintah khususnya Departemen Agama yang bertugas dalam
pemberdayaan zakat sebaiknya selektif dalam menunjuk dan menyetujui
lembaga Amil Zakat. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyelewengan
yang mungkin bisa terjadi dikalangan Amil. Apakah itu toh kurangnya
pemahaman fikih mengenai zakat ataupun tidak disiplinnya dalam

menjalankan Amanah sebagai Amil Zakat.



77

4. Pendayagunaan zakat didalam UU dan Kepmen sebaiknya dikaji lebih
dalam dan berimplementatif bagi masyarakat. Sehingga zakat benar-benar
menjadi peradaban al-Quran yang berkembang di dalam tatanan
masyarakat, seperti pada masa Nabi, Sahabat beserta pengikutnya.

5. Badan amil zakat dalam menjalankan amanahnya harus memperhatikan
secara serius dalam pendataan terhadap mustahiq dan lebih perhatian
kepada mustahiq seperti yang telah dicontohkan Rasulullah SAW beserta
sahabatnya.

6. Depertemen-departemen maupun instansi pemerintahan yang terkait dalam
menjalankan amanah sebaik-baiknya dan menjadikan kelambagaan zakat
sebagai sarana penghubungan ukhwah Islam yang erat antar sesama,

bukan menjadi lembaga bisnis yang bersifat pragmatis.
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